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 Abstract : Article 306 paragraph (3) of Law Number 17 of 
2023 on Health introduces a restorative justice approach to 
resolving alleged criminal offenses related to healthcare 
services. However, the provision does not clearly regulate the 
scope of cases, settlement procedures, the position of 
mediators, or the legal consequences of restorative processes, 
potentially creating legal uncertainty for patients, medical 
personnel, and health workers. This study aims to analyze the 
normative weaknesses of Article 306 paragraph (3) and 
formulate a reconstruction of the provision to establish a 
more proportional settlement mechanism. This study 
employs normative juridical research using statutory, 
conceptual, and comparative legal approaches. Legal 
materials are analyzed descriptively and qualitatively by 
examining dispute resolution mechanisms in the healthcare 
sectors of the United States, Canada, the United Kingdom, and 
Australia. The findings reveal that the principal weaknesses 
concern the unclear scope of eligible cases, the limited 
independence of facilitators, the inadequate integration of 
professional disciplinary assessment, and the uncertainty 
regarding the legal consequences of restorative processes. 
The reconstruction should establish clear case limitations, 
independent mediators, a strengthened role for the 
Professional Disciplinary Council, and clear legal 
consequences of restorative agreements to ensure balanced 
legal protection for patients, medical personnel, and health 
workers. 
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Abstrak : Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur 
pendekatan restorative justice dalam penyelesaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan 
pelayanan kesehatan. Namun, norma tersebut belum memberikan batasan perkara, prosedur 
penyelesaian, kedudukan mediator, dan akibat hukum dari proses restoratif secara jelas, sehingga 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan normatif Pasal 306 ayat (3) serta merumuskan 
rekonstruksi norma yang dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional. Penelitian 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan 
perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan 
mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama norma terletak pada ketidakjelasan ruang lingkup 
perkara, lemahnya independensi fasilitator, belum optimalnya integrasi dengan penilaian disiplin profesi, 
serta ketidakjelasan akibat hukum proses restoratif. Rekonstruksi norma perlu mengatur batas perkara, 
mediator independen, penguatan peran Majelis Disiplin Profesi, dan konsekuensi hukum kesepakatan 
restoratif agar perlindungan pasien dan tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat diwujudkan secara 
seimbang. 
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PENDAHULUAN 

Hubungan antara pasien dan dokter pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang 

lahir dari perjanjian terapeutik (Astuti, 2009). Dalam hubungan tersebut, dokter tidak 

berkewajiban menjamin kesembuhan pasien, melainkan berkewajiban memberikan upaya medis 

secara optimal berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, kebutuhan medis, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Kewajiban demikian dikenal sebagai 

inspanning verbintenis, yaitu perikatan yang menitikberatkan pada usaha maksimal untuk 

mencapai kondisi kesehatan yang diharapkan, bukan pada jaminan terhadap suatu hasil tertentu 

atau dikenal dengan istilah resultaat verbintenis (Emi Silvia et al., 2026). Hasil akhir pelayanan 

kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak seluruhnya berada dalam kendali 

tenaga medis, seperti kondisi biologis pasien, tingkat keparahan penyakit, respons tubuh terhadap 

terapi, kepatuhan pasien, maupun perkembangan penyakit selama proses perawatan (Ali Imran et 

al., 2026). Persoalan muncul ketika ekspektasi pasien terhadap hasil pelayanan kesehatan tidak 

sejalan dengan karakteristik hubungan terapeutik tersebut. Perburukan kondisi atau kegagalan 

mencapai kesembuhan tidak jarang dipersepsikan sebagai bukti kesalahan tenaga medis, meskipun 

secara medis belum tentu terdapat pelanggaran terhadap standar profesi atau standar pelayanan 

(Setiawan, 2025). Ketegangan antara ekspektasi terhadap hasil dan kewajiban profesional untuk 

melakukan upaya terbaik inilah yang menjadi salah satu titik awal munculnya sengketa medis dan 

dugaan malpraktik. 

Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat dilihat dalam kasus pasien anak berusia 

delapan tahun di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi pada tahun 2023. Pasien 

sebelumnya menjalani perawatan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dan kemudian kembali 

mendapatkan penanganan karena mengalami kelemahan otot serta gangguan keseimbangan. 

Setelah mendapatkan perawatan dan obat sesuai indikasi medis, pasien dilaporkan terjatuh dari 

tempat tidur perawatan dan pada keesokan harinya mengalami kelumpuhan. Peristiwa tersebut 

kemudian dilaporkan kepada kepolisian sebagai dugaan malpraktik (Venomena.id, 2023). Pihak 

rumah sakit memberikan klarifikasi bahwa berdasarkan penelusuran internal dan rekaman 

kamera pengawas, tidak ditemukan kesalahan dalam tindakan medis dokter yang menangani 

pasien, sedangkan peristiwa jatuh berkaitan dengan pengawasan pasien selama berada di ruang 

perawatan (Infodaerah.com, 2023). Kasus tersebut menunjukkan bahwa hasil pelayanan 

kesehatan yang merugikan pasien tidak serta-merta identik dengan kesalahan atau kelalaian 

tenaga medis. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana hukum membedakan risiko 

medis, komplikasi, hasil pengobatan yang tidak diharapkan, dan tindakan yang benar-benar 

memenuhi unsur kelalaian profesional (Fahrul, 2025). Apabila perbedaan tersebut tidak dapat 

diidentifikasi sejak awal, tenaga medis dan tenaga kesehatan berpotensi menghadapi proses hukum 

hanya karena hasil pelayanan tidak sesuai dengan ekspektasi pasien. 

Kegelisahan tersebut semakin relevan ketika mekanisme pertanggungjawaban terhadap 

tenaga medis dan tenaga kesehatan masih berhadapan dengan kecenderungan membawa sengketa 

pelayanan kesehatan ke ranah hukum pidana (Reva N. Paputungan et al., 2026). Kompleksitas 

perkara medis tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya suatu perbuatan, tetapi juga 

membutuhkan penilaian terhadap standar profesi, standar pelayanan, indikasi medis, hubungan 

kausal, serta tingkat kesalahan profesional (Sherliyanah et al., 2026). Keterbatasan pemahaman 

terhadap aspek medis dapat menyebabkan proses hukum sulit membedakan antara risiko tindakan 

medis dan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada saat yang sama, 
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proses pidana yang telah berjalan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan 

profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk terganggunya pelayanan kepada pasien lain 

dan munculnya stigma profesional sebelum kesalahan terbukti secara hukum. Secara das sollen, 

sistem hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan yang seimbang: pasien memperoleh 

akses terhadap keadilan dan pemulihan ketika benar-benar dirugikan, sedangkan tenaga medis 

dan tenaga kesehatan memperoleh kepastian bahwa tindakan profesional yang telah dilakukan 

sesuai standar tidak serta-merta dikonstruksikan sebagai tindak pidana. Secara das sein, kebutuhan 

tersebut belum sepenuhnya terakomodasi karena mekanisme penyelesaian sengketa medis masih 

menghadapi persoalan fragmentasi antara aspek disiplin profesi, etik, perdata, dan pidana. 

Kebutuhan untuk mencari mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional kemudian 

direspons melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut 

UU Kesehatan). Salah satu pembaruan pentingnya terdapat dalam Pasal 306 ayat (3), yang 

menentukan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin 

dan kemudian terdapat dugaan tindak pidana, maka aparat penegak hukum mengutamakan 

penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 

2023). Secara das sollen, ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari 

pemidanaan semata menuju penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, dialog, dan 

kepentingan para pihak. Pendekatan ini memiliki relevansi khusus dalam sengketa medis karena 

tujuan penyelesaian tidak semata-mata menentukan siapa yang harus dihukum, tetapi juga 

memulihkan kerugian pasien, memberikan ruang pertanggungjawaban profesional, menjaga 

hubungan para pihak, dan mencegah terulangnya peristiwa serupa (Mozha Desri Puji Astuti & 

Koko Joseph Irianto., 2026). Namun, konstruksi Pasal 306 ayat (3) belum memberikan pengaturan 

yang komprehensif mengenai batasan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, tahapan 

mekanisme, kedudukan mediator, kewenangan lembaga yang terlibat, hubungan antara proses 

restoratif dengan proses pidana, maupun akibat hukum apabila kesepakatan tidak tercapai 

(Salsabila, 2026b). Frasa “aparat penegak hukum” juga menunjukkan bahwa mekanisme keadilan 

restoratif ditempatkan dalam kerangka proses penegakan hukum pidana, sehingga belum terlihat 

adanya ruang yang memadai bagi mekanisme penyelesaian independen berbasis kompetensi medis 

dan hukum (Rully Hanafi Dahlan et al., 2025). 

Kesenjangan antara tujuan normatif dan konstruksi norma tersebut melahirkan persoalan 

utama dalam perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keadilan restoratif 

semestinya dibangun atas prinsip kesukarelaan, keseimbangan kepentingan, dialog, dan 

pemulihan, tetapi Pasal 306 ayat (3) belum menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut 

diwujudkan dalam sengketa medis yang memiliki karakter teknis dan profesional (Adzanah 

Mariska Salsabila, Enceng Arif Faizal, et al., 2025). Ketidakjelasan juga muncul mengenai jenis 

perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Perkara yang menimbulkan 

kerugian ringan atau cedera tertentu tentu memiliki karakter yang berbeda dengan perkara yang 

menyebabkan kematian, kerugian luas, atau pelanggaran profesional yang dilakukan secara serius 

(M. Mujib Qulyubi et al., 2026). Tanpa klasifikasi yang jelas, penerapan restorative justice 

berpotensi berlangsung tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada titik inilah 

terdapat kesenjangan antara das sollen berupa kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang 

cepat, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan dengan das sein berupa norma yang masih 

bersifat umum dan belum menyediakan desain kelembagaan serta prosedur yang memadai. 

Dengan kata lain, kehadiran restorative justice dalam UU Kesehatan belum otomatis menyelesaikan 

persoalan perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, melainkan justru 
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menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi norma agar pendekatan restoratif tidak berubah 

menjadi sekadar tahapan tambahan dalam proses pidana. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas urgensi dan penerapan restorative justice 

dalam penyelesaian sengketa medis. Karjoko dan kolega penelitinya melalui penelitian The Urgency 

of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia menegaskan pentingnya 

restorative justice dalam sengketa medis dengan menyoroti keterbatasan struktural penegak 

hukum dalam menghadapi kompleksitas perkara medis serta kebutuhan untuk memberikan 

keadilan bagi pasien dan dokter. Penelitian tersebut memberikan dasar konseptual mengenai 

urgensi restorative justice, tetapi belum secara khusus menguji konstruksi Pasal 306 ayat (3) UU 

Kesehatan karena penelitian tersebut terbit sebelum UU Kesehatan Tahun 2023 (Lego Karjoko et 

al., 2021). Penelitian Ontran Sumantri Riyanto berjudul Dekonstruksi Pertanggungjawaban 

Hukum dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice sebagai Paradigma Baru Perlindungan 

HAM bagi Tenaga Medis mengembangkan restorative justice sebagai paradigma perlindungan 

HAM bagi tenaga medis dan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui dialog serta 

kesepakatan, tetapi belum mengarahkan analisis pada rekonstruksi spesifik terhadap Pasal 306 ayat 

(3) (Riyanto, 2024). Sementara itu, penelitian Nurhasanah dan Hudi Yusuf berjudul Penyelesaian 

Sengketa Medik melalui Restorative Justice untuk Memberikan Keadilan bagi Pasien dan Dokter 

membahas pengaturan restorative justice setelah lahirnya UU Kesehatan dan membuka ruang 

penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, tetapi belum merumuskan desain 

norma yang secara khusus mengatur batas perkara, aktor independen, serta hubungan antara 

mekanisme restoratif dan proses pidana (Nurhasanah & Hudi Yusuf., 2024). Penelitian-penelitian 

tersebut memperlihatkan bahwa restorative justice telah dipandang relevan sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa medis, tetapi belum terdapat kajian yang secara spesifik mengintegrasikan 

analisis kelemahan Pasal 306 ayat (3) UU Kesehatan dengan perbandingan mekanisme 

penyelesaian sengketa medis di beberapa negara untuk menghasilkan formulasi rekonstruksi 

norma yang berorientasi pada perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. State of 

the art penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar mengafirmasi urgensi restorative 

justice menuju pengujian dan rekonstruksi desain normatifnya. 

Berdasarkan kesenjangan normatif tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan 

masalah, yaitu: pertama, bagaimana kelemahan normatif Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga 

medis dan tenaga kesehatan; dan kedua, bagaimana rekonstruksi norma restorative justice dalam 

Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dapat 

mewujudkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional serta memberikan perlindungan 

hukum yang seimbang bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada rekonstruksi norma restorative justice yang tidak hanya menguji keberadaan 

mekanisme restoratif dalam UU Kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan analisis normatif dengan 

perbandingan model penyelesaian sengketa medis di beberapa negara untuk merumuskan desain 

hukum yang lebih terukur. Kontribusi penelitian diarahkan pada pengembangan konstruksi 

hukum kesehatan yang memperjelas batas perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, 

memperkuat posisi lembaga atau mediator yang kompeten dan independen, serta membangun 

hubungan yang lebih proporsional antara mekanisme restoratif dan proses pidana. Dengan 

pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan Pasal 306 ayat (3) UU 

Kesehatan sekaligus merumuskan rekonstruksi norma restorative justice yang mampu memberikan 

perlindungan hukum secara berimbang bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative juridical research) yang 

berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas, doktrin, dan konsep yang berkaitan dengan 

restorative justice dalam perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pendekatan 

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi dan kelemahan 

normatif Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta 

keterkaitannya dengan peraturan lain. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep 

restorative justice, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa medis, dan pertanggungjawaban 

tenaga medis serta tenaga kesehatan. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk 

mengidentifikasi model penyelesaian restoratif di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia 

sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pembaruan hukum Indonesia. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh tidak secara langsung dari responden, melainkan melalui penelusuran dan kajian 

terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut 

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum 

sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin, dan publikasi akademik 

yang berkaitan dengan restorative justice, hukum kesehatan, sengketa medis, serta perlindungan 

hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus 

hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep 

yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

menelusuri, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan 

otoritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum 

perbandingan dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia dipilih secara purposif 

berdasarkan relevansinya dengan mekanisme penyelesaian sengketa medis dan pendekatan 

restoratif yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan rekonstruksi norma hukum Indonesia. 

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis dan 

preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan konstruksi Pasal 306 ayat 

(3) UU Kesehatan, mengidentifikasi kelemahan normatifnya, serta membandingkannya dengan 

model penyelesaian restoratif di negara pembanding. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan 

untuk merumuskan solusi hukum terhadap kelemahan tersebut melalui rekonstruksi norma yang 

mencakup batasan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, mekanisme pemilihan 

mediator atau lembaga penyelesaian, kedudukan Majelis Disiplin Profesi, serta hubungan 

mekanisme restoratif dengan proses pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis 

untuk menghasilkan rekomendasi rekonstruksi Pasal 306 ayat (3) UU Kesehatan yang lebih 

proporsional, terukur, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien 

serta tenaga medis dan tenaga kesehatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelemahan Normatif Pasal 306 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan penting 

dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan 
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memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan dugaan tindak pidana yang 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan (Gunawan Widjaja & Andreas Harry., 2025). Pasal 306 

ayat (1) mengatur sanksi disiplin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbukti melakukan 

pelanggaran disiplin, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut bersifat 

mengikat. Selanjutnya, Pasal 306 ayat (3) menentukan bahwa apabila setelah pelaksanaan sanksi 

disiplin terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian 

perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Secara konseptual, 

ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif 

menuju penyelesaian yang mempertimbangkan pemulihan kerugian dan hubungan antara pasien 

dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan (Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, 

et al., 2025). Akan tetapi, konstruksi tersebut belum membentuk mekanisme restorative justice 

yang komprehensif karena norma hanya memberikan perintah untuk “mengutamakan” 

penyelesaian restoratif tanpa menentukan secara jelas ruang lingkup perkara, tahapan 

penyelesaian, lembaga atau pihak yang berwenang memfasilitasi, kedudukan para pihak, serta 

akibat hukum apabila proses restoratif berhasil maupun gagal. 

Pertama, Pasal 306 ayat (3) belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup 

perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice. Frasa “penyelesaian perselisihan 

dengan mekanisme keadilan restoratif” tidak disertai parameter mengenai karakter tindak pidana 

kesehatan yang dapat ditempuh melalui mekanisme tersebut. Padahal, sengketa yang berkaitan 

dengan pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari ketidakpuasan 

pasien, miskomunikasi, kesalahan administratif, pelanggaran disiplin, risiko medis, kelalaian 

profesional, hingga perbuatan yang menimbulkan akibat serius (Akib, 2022). Perbedaan karakter 

tersebut seharusnya menentukan respons hukum yang diberikan (Salsabila, 2025). Ketika seluruh 

dugaan tindak pidana yang muncul setelah proses disiplin diletakkan dalam satu mekanisme tanpa 

klasifikasi berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, norma menjadi terlalu 

terbuka dan berpotensi menghasilkan penerapan yang tidak seragam. Ketiadaan batasan tersebut 

juga menimbulkan persoalan mengenai apakah perkara yang menyebabkan luka berat atau 

bahkan kematian dapat diperlakukan dengan mekanisme yang sama dengan perkara yang hanya 

menimbulkan kerugian ringan (Dian Rachmat Gumelar et al., 2026). 

Ketidakjelasan ruang lingkup tersebut berkaitan erat dengan teori kepastian hukum yang 

menghendaki adanya norma yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan pedoman bagi subjek 

hukum mengenai tindakan serta konsekuensi yang akan dihadapi (Deandra Tiffany et al., 2026). 

Dalam konteks Pasal 306 ayat (3), ketidakjelasan kriteria perkara dapat menyebabkan aparat 

penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menentukan perkara yang 

layak diarahkan pada mekanisme restoratif. Pada sisi lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak 

memperoleh kepastian mengenai posisi hukumnya setelah menjalani proses disiplin, sementara 

pasien juga tidak memperoleh kepastian mengenai bentuk pemulihan yang dapat dimintakan 

(Jauhani, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen, yaitu 

restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian yang terukur dan berorientasi pada pemulihan, 

dengan das sein, yaitu norma yang hanya memberikan mandat umum tanpa parameter 

operasional. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada pilihan menggunakan 

restorative justice, melainkan pada ketidaklengkapan norma yang menyebabkan tujuan kepastian 

hukum belum tercapai (Salsabila, 2026a). 

Kedua, frasa “aparat penegak hukum mengutamakan” menimbulkan persoalan 

kelembagaan karena fungsi penegakan hukum dan fungsi pemulihan belum dipisahkan secara 
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tegas. Rumusan tersebut menempatkan restorative justice dalam kerangka proses penegakan 

hukum pidana, tetapi tidak menjelaskan siapa yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator, 

standar independensinya, serta bagaimana menjamin bahwa proses dialog berlangsung secara 

sukarela dan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasien maupun tenaga medis atau tenaga 

kesehatan. Padahal, mekanisme restoratif membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan para 

pihak menyampaikan kerugian, kebutuhan, serta bentuk pertanggungjawaban secara seimbang. 

Bahkan dalam model healing circle di Kanada, proses restoratif tidak sekadar mempertemukan 

pelaku dan korban, tetapi melibatkan keluarga dan komunitas untuk membangun kesepakatan 

mengenai cara memperbaiki kerugian, dengan mekanisme yang memiliki struktur dan tahapan 

tertentu (Griffiths, 1999). Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori restorative justice yang 

menempatkan pemulihan kerugian, partisipasi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan 

pemulihan relasi sebagai unsur utama penyelesaian. Restorative justice tidak identik dengan 

penghentian perkara atau penghindaran pidana, melainkan merupakan proses untuk memastikan 

bahwa pihak yang terdampak memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk 

pemulihan yang adil (Yoke Elizabeth Theresia & I Gusti Ayu Stefani., 2025). Karena itu, mediator 

atau fasilitator seharusnya memiliki posisi yang independen dan imparsial. Ketika mekanisme 

tersebut sepenuhnya diletakkan dalam proses aparat penegak hukum tanpa desain mengenai 

fasilitator yang independen, terdapat risiko bahwa restorative justice hanya menjadi instrumen 

prosedural dalam proses pidana, bukan mekanisme pemulihan yang sesungguhnya. Dengan kata 

lain, norma saat ini lebih menekankan siapa yang mengutamakan restorative justice daripada 

bagaimana restorative justice itu dijalankan. 

Ketiga, Pasal 306 ayat (3) belum membangun hubungan yang jelas antara pemeriksaan 

disiplin profesi dengan penentuan kelayakan suatu perkara untuk ditempuh melalui restorative 

justice. Pasal 306 memang menempatkan sanksi disiplin sebagai tahapan penting sebelum dugaan 

tindak pidana diproses lebih lanjut, tetapi norma tersebut belum memberikan konstruksi mengenai 

bagaimana hasil pemeriksaan disiplin digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan perkara. 

Padahal, sengketa medis tidak dapat dinilai hanya berdasarkan akibat yang dialami pasien. 

Penilaian juga harus memperhatikan standar profesi, standar pelayanan, kompetensi tenaga medis 

atau tenaga kesehatan, kondisi pasien, serta hubungan kausal antara tindakan profesional dan 

kerugian yang terjadi (Ikhsan Hidayat et al., 2026). Posisi Majelis Disiplin Profesi menjadi penting 

dalam tahap tersebut karena lembaga ini memiliki fungsi pemeriksaan terhadap dugaan 

pelanggaran disiplin profesi (Annisa Fitira et al., 2025). Dengan demikian, hasil pemeriksaan 

disiplin seharusnya tidak berhenti sebagai dasar pemberian sanksi, tetapi dapat menjadi instrumen 

penyaring awal (gatekeeping mechanism) untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki 

karakter pelanggaran disiplin, sengketa yang layak dipulihkan, atau dugaan tindak pidana yang 

memerlukan proses hukum lebih lanjut. 

Kebutuhan terhadap mekanisme gatekeeping tersebut semakin penting apabila dikaitkan 

dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah 

terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah seseorang menjadi sasaran 

tindakan hukum yang tidak proporsional (Chandra Adi Gunawan Putra et al., 2023). Dalam 

konteks pelayanan kesehatan, perlindungan preventif harus diberikan kepada dua sisi sekaligus. 

Pasien harus memperoleh jaminan bahwa kerugian yang dialaminya diperiksa secara objektif dan 

memperoleh pemulihan yang layak, sedangkan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus 

memperoleh jaminan bahwa tindakan profesional yang dilakukan sesuai standar tidak serta-merta 

dikonstruksikan sebagai tindak pidana. Karena itu, hasil pemeriksaan disiplin seharusnya menjadi 

dasar objektif dalam menentukan karakter suatu perkara sebelum perkara diarahkan pada proses 
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pidana ataupun mekanisme restoratif. Konstruksi demikian akan mencegah restorative justice 

digunakan untuk menutupi kesalahan profesional, sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap 

tenaga kesehatan atas risiko medis yang secara profesional tidak dapat dibebankan kepadanya. 

Keempat, norma tersebut belum mengatur akibat hukum apabila proses restorative justice 

berhasil maupun gagal. Pasal 306 ayat (3) hanya menyatakan bahwa aparat penegak hukum 

mengutamakan mekanisme keadilan restoratif, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah 

kesepakatan yang dicapai menyebabkan penghentian proses pidana, penundaan proses, atau hanya 

menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Sebaliknya, apabila kesepakatan tidak 

tercapai, tidak terdapat pula pengaturan yang memberikan kepastian mengenai kedudukan 

pernyataan, pengakuan, atau informasi yang disampaikan para pihak selama proses restoratif. 

Ketiadaan pengaturan ini dapat membuat para pihak memasuki proses restoratif dengan posisi 

yang tidak sepenuhnya aman. Tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat khawatir bahwa 

keterbukaan dalam forum restoratif justru digunakan dalam proses pidana berikutnya, sementara 

pasien dapat merasa bahwa proses tersebut hanya menjadi tahapan formal sebelum perkara 

kembali sepenuhnya ke jalur pidana. 

Kelemahan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi Pasal 306 ayat (3) masih berada 

pada tahap norma deklaratif, bukan norma operasional. Dalam perspektif teori restorative justice, 

keberhasilan mekanisme tidak cukup ditentukan oleh adanya kesempatan untuk berdialog, tetapi 

juga oleh adanya kesukarelaan, keseimbangan posisi para pihak, pengakuan terhadap kerugian, 

pertanggungjawaban, serta kesepakatan pemulihan yang dapat dilaksanakan. Pengalaman Kanada 

memperlihatkan bahwa mekanisme restoratif dapat memiliki tahapan dan bentuk penyelesaian 

yang beragam, termasuk restitusi, konseling, pelayanan komunitas, dan reintegrasi, serta dapat 

ditempatkan pada titik tertentu dalam proses peradilan. Bahkan, pendekatan restoratif tidak selalu 

berarti menghapus pertanggungjawaban; proses healing circle justru menuntut pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengakui dan menghadapi dampak perbuatannya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa restorative justice dapat berjalan berdampingan dengan akuntabilitas, 

sepanjang hubungan antara proses restoratif dan proses hukum dirumuskan secara jelas. 

Berdasarkan keempat persoalan tersebut, dapat dikatakan bahwa kelemahan utama Pasal 

306 ayat (3) UU Kesehatan terletak pada desain normanya yang belum lengkap. Norma telah 

memberikan arah kebijakan berupa penggunaan restorative justice, tetapi belum menentukan 

batas perkara, mekanisme kelembagaan, kedudukan hasil pemeriksaan disiplin, independensi 

fasilitator, serta akibat hukum dari keberhasilan atau kegagalan proses restoratif. Keadaan tersebut 

menciptakan kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai dengan 

mekanisme yang tersedia dalam norma. Oleh sebab itu, restorative justice dalam sektor kesehatan 

tidak cukup hanya ditempatkan sebagai pilihan penyelesaian yang “diutamakan” oleh aparat 

penegak hukum, tetapi perlu direkonstruksi menjadi mekanisme yang terukur, independen, 

proporsional, dan menjamin keseimbangan kepentingan pasien dengan tenaga medis serta tenaga 

kesehatan. Titik inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan rekonstruksi norma pada 

pembahasan berikutnya. 

Rekonstruksi Norma Restorative Justice dalam Pasal 306 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan 

Rekonstruksi norma Pasal 306 ayat (3) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan praktik 

penyelesaian sengketa medis di negara lain sebagai bahan comparative legal analysis. Amerika 

Serikat mengembangkan Alternative Dispute Resolution melalui mediasi profesional antara pasien 

dan tenaga kesehatan, yang memberikan ruang penyelesaian di luar proses litigasi dan melibatkan 

pihak ketiga yang independen (Kostadin Dimitrov & Tsonka Miteva-Katrandzhieva., 2024). 
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Meskipun mekanisme tersebut pada umumnya berada dalam ranah perdata, prinsip independensi 

mediator dan penyelesaian di luar proses peradilan relevan untuk diadaptasi dalam sengketa 

kesehatan di Indonesia. Kanada menawarkan pendekatan yang lebih dekat dengan karakter 

restorative justice melalui healing circle atau restorative conferencing, yang mempertemukan 

korban, keluarga, pihak yang bertanggung jawab, dan unsur komunitas dalam proses dialog untuk 

mengidentifikasi kerugian dan menentukan bentuk pemulihan (Oanh Thi Cao & Tuan Van Vu., 

2024). Model ini menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif tidak harus sepenuhnya berada di 

bawah kendali aparat penegak hukum, melainkan dapat difasilitasi oleh pihak yang memiliki 

kompetensi dan posisi imparsial. Kedua model tersebut memberikan pelajaran bahwa mekanisme 

restoratif dalam perkara kesehatan perlu menjamin partisipasi sukarela, independensi fasilitator, 

dialog yang seimbang, dan orientasi pada pemulihan, bukan sekadar menjadi tahapan tambahan 

sebelum proses pidana dilanjutkan. 

Sementara itu, Inggris mengembangkan Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) 

sebagai mekanisme independen dalam menangani persoalan profesional tenaga medis, termasuk 

penilaian terhadap kompetensi dan kelayakan praktik (Pearl, 2015). Model tersebut 

memperlihatkan pentingnya pemisahan antara penilaian profesional dan fungsi penegakan hukum 

pidana, sehingga tidak setiap persoalan pelayanan kesehatan langsung dikonstruksikan sebagai 

persoalan kriminal. Australia juga mengembangkan mekanisme penyelesaian keluhan kesehatan 

melalui mediasi dan fasilitasi profesional, terutama terhadap perkara yang dapat dipulihkan 

melalui komunikasi, klarifikasi, permintaan maaf, atau bentuk penyelesaian lainnya (Judith Healy 

& Merrilyn Walton., 2016). Perbandingan keempat negara tersebut menunjukkan bahwa 

mekanisme yang efektif tidak menempatkan restorative justice semata-mata sebagai instrumen 

penghentian perkara pidana, tetapi sebagai proses yang didahului identifikasi karakter 

permasalahan, melibatkan fasilitator independen, serta membedakan perkara berdasarkan tingkat 

kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan perbandingan tersebut, rekonstruksi Pasal 

306 ayat (3) dalam konteks Indonesia perlu menggabungkan empat elemen, yaitu pembatasan jenis 

perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, keterlibatan mediator atau fasilitator independen, 

penguatan kedudukan Majelis Disiplin Profesi sebagai instrumen penilaian profesional awal, serta 

penegasan akibat hukum dari tercapai atau gagalnya kesepakatan restoratif. Model tersebut perlu 

disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia dan nilai musyawarah untuk mufakat, sehingga 

menghasilkan mekanisme yang tidak hanya melindungi pasien sebagai pihak yang mengalami 

kerugian, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan 

tenaga kesehatan yang telah menjalankan profesinya sesuai standar. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Pasal 306 ayat (3) UU Kesehatan perlu direkonstruksi 

dengan mengubah orientasi norma dari sekadar perintah kepada aparat penegak hukum untuk 

“mengutamakan” keadilan restoratif menjadi mekanisme penyelesaian yang memiliki batas 

perkara, tahapan, lembaga pelaksana, dan akibat hukum yang jelas. Rekonstruksi ini diperlukan 

agar restorative justice tidak ditempatkan sebagai prosedur tambahan dalam proses pidana, tetapi 

sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan secara proporsional berdasarkan karakter 

perkara. Dalam perspektif teori kepastian hukum, setiap norma harus memberikan batas yang 

dapat diprediksi mengenai kapan suatu mekanisme dapat digunakan (Adzanah Mariska Salsabila, 

Dewi Sinta Amalia, et al., 2025), siapa yang berwenang melaksanakannya, serta apa konsekuensi 

hukumnya (Oksana Shcherbanyuk et al., 2023). Sementara itu, teori proporsionalitas 

menghendaki agar respons hukum disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang 

ditimbulkan (Aurora, 2026). Oleh karena itu, mekanisme restoratif tidak seharusnya diberlakukan 
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secara seragam terhadap seluruh dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan, tetapi harus melalui proses klasifikasi dan penilaian terlebih dahulu. 

Rekonstruksi pertama diarahkan pada pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan 

melalui mekanisme restorative justice. Perkara yang dapat ditempuh melalui mekanisme ini perlu 

dibatasi pada peristiwa yang tingkat kesalahannya relatif ringan atau dapat dipulihkan, seperti 

konflik akibat miskomunikasi, kesalahan administratif, ketidakjelasan pemberian informasi medis, 

atau kelalaian yang menimbulkan kerugian yang masih memungkinkan untuk dipulihkan. 

Sebaliknya, perkara yang dilakukan dengan kesengajaan, mengandung pelanggaran berat 

terhadap standar profesi, atau menimbulkan akibat yang sangat serius perlu dikecualikan atau 

sekurang-kurangnya melalui pemeriksaan yang lebih ketat sebelum diberikan akses terhadap 

mekanisme restoratif. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak pasien 

memperoleh keadilan, melainkan memastikan bahwa bentuk penyelesaian yang digunakan sesuai 

dengan karakter perbuatan dan tingkat kerugian. Dengan demikian, restorative justice tidak 

berubah menjadi instrumen untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sekaligus tidak 

menjadikan setiap kegagalan pelayanan kesehatan sebagai dasar kriminalisasi terhadap tenaga 

medis dan tenaga kesehatan. 

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) 

sebagai mekanisme penilaian profesional awal (professional gatekeeping). Hasil pemeriksaan 

disiplin yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 perlu ditempatkan sebagai 

salah satu dasar dalam menentukan karakter perkara sebelum proses restoratif atau proses pidana 

dilanjutkan. MDP memiliki posisi strategis karena dapat menilai tindakan tenaga medis dan tenaga 

kesehatan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta 

kompetensi profesional yang relevan. Mekanisme tersebut diperlukan karena penentuan ada atau 

tidaknya persoalan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat hanya didasarkan pada akibat yang 

dialami pasien. Kondisi pasien, risiko tindakan medis, kondisi klinis, pilihan terapi, dan hubungan 

kausal antara tindakan dengan kerugian juga harus dipertimbangkan. Dengan menempatkan MDP 

sebagai gatekeeper, proses hukum dapat membedakan secara lebih objektif antara risiko medis, 

pelanggaran disiplin, sengketa pelayanan, dan dugaan tindak pidana. Posisi tersebut sekaligus 

memperkuat perlindungan hukum preventif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa 

menghilangkan hak pasien untuk memperoleh pemeriksaan dan pemulihan. 

Rekonstruksi ketiga adalah pembentukan mekanisme mediasi atau fasilitasi yang 

independen. Pasal 306 ayat (3) saat ini menggunakan konstruksi “aparat penegak hukum 

mengutamakan” penyelesaian melalui keadilan restoratif, tetapi belum menentukan siapa yang 

menjalankan fungsi fasilitasi. Padahal, proses restoratif membutuhkan pihak ketiga yang mampu 

menjaga keseimbangan kepentingan dan memastikan bahwa kesepakatan lahir berdasarkan 

kehendak bebas para pihak. Karena itu, mediator atau fasilitator perlu berasal dari pihak yang 

memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan memahami karakter pelayanan kesehatan, 

serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pasien maupun tenaga medis atau tenaga 

kesehatan. Mekanisme tersebut dapat mengambil prinsip mediasi profesional yang berkembang di 

Amerika Serikat dan Australia serta karakter dialog partisipatif dalam healing circle Kanada. Dalam 

konteks Indonesia, forum tersebut dapat melibatkan unsur profesi, ahli kesehatan, mediator 

bersertifikat, dan pihak lain yang relevan sesuai kebutuhan perkara. Aparat penegak hukum tetap 

memiliki kewenangan dalam aspek pidana, tetapi tidak menjadi satu-satunya pihak yang 

mengendalikan proses pemulihan. 

Rekonstruksi keempat menyangkut jaminan kesukarelaan dan keseimbangan kedudukan 

para pihak. Pasien sebagai pihak yang mengalami kerugian harus diberikan kesempatan untuk 
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menyampaikan dampak, kebutuhan, dan bentuk pemulihan yang diharapkan. Sebaliknya, tenaga 

medis dan tenaga kesehatan harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai 

tindakan profesional yang telah dilakukan serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat 

diberikan. Kesepakatan tidak boleh dibentuk melalui tekanan, intimidasi, atau ancaman 

penggunaan proses pidana. Prinsip ini penting karena hubungan antara pasien dengan tenaga 

kesehatan secara faktual tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Pasien dapat berada 

dalam kondisi rentan karena sakit atau kehilangan anggota keluarga, sedangkan tenaga kesehatan 

memiliki pengetahuan profesional yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, teori perlindungan hukum 

menghendaki adanya prosedur yang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak. 

Restorative justice yang ideal bukanlah mekanisme yang otomatis memenangkan pasien ataupun 

tenaga kesehatan, tetapi forum yang memungkinkan keduanya memperoleh perlindungan dan 

kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. 

Rekonstruksi kelima perlu diarahkan pada penentuan bentuk pemulihan yang lebih luas 

daripada sekadar pembayaran kompensasi. Karakter kerugian dalam sengketa kesehatan tidak 

selalu dapat diselesaikan dengan uang. Pemulihan dapat berbentuk pemberian penjelasan medis 

secara komprehensif, permintaan maaf, pembiayaan perawatan lanjutan, rehabilitasi, penggantian 

biaya tertentu, perbaikan prosedur pelayanan, pelatihan kembali tenaga kesehatan, atau bentuk 

pemulihan lain yang disepakati berdasarkan kebutuhan korban. Pendekatan ini sesuai dengan 

hakikat restorative justice yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi pada 

pemulihan kerugian dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pelayanan kesehatan, bentuk 

pemulihan juga dapat memberikan manfaat institusional karena kesalahan yang ditemukan 

melalui proses restoratif dapat menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan sehingga peristiwa 

serupa tidak berulang. Dengan demikian, penyelesaian tidak berhenti pada hubungan antara 

pasien dan tenaga kesehatan, tetapi juga dapat menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan 

kesehatan secara sistemik. 

Rekonstruksi keenam adalah penegasan akibat hukum dari keberhasilan maupun kegagalan 

proses restorative justice. Norma perlu menentukan bahwa kesepakatan yang dicapai secara 

sukarela dan telah dilaksanakan oleh para pihak memiliki akibat hukum yang jelas sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pidana. Sebaliknya, apabila proses restoratif tidak menghasilkan 

kesepakatan, kegagalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pengakuan kesalahan tenaga medis 

atau tenaga kesehatan. Pernyataan yang diberikan dalam forum restoratif juga perlu mendapatkan 

perlindungan agar tidak serta-merta digunakan sebagai alat pembuktian untuk memberatkan 

salah satu pihak. Pengaturan demikian akan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk 

berkomunikasi secara terbuka. Tanpa jaminan tersebut, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat 

enggan berpartisipasi secara jujur karena khawatir penjelasan yang diberikan dalam forum 

pemulihan justru digunakan dalam proses pidana berikutnya. Sebaliknya, pasien juga harus 

memperoleh kepastian bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dapat dilaksanakan dan 

tidak berhenti sebagai pernyataan informal. 

Berdasarkan konstruksi tersebut, rumusan Pasal 306 ayat (3) dapat direkonstruksi dengan 

menambahkan beberapa ayat setelah ketentuan yang telah ada. Rumusan alternatif yang 

ditawarkan adalah sebagai berikut: 

• (3) Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi 

disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdapat dugaan tindak pidana, aparat 

penegak hukum mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

 

 

 
Destiadi Dani I. k. , et al. 10.55681/seikat.v5i5.4403 

 

 

Rekonstruksi Norma Restorative Justice Pasal 306 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan... |   4652 

 

 

 

• (3a) Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat 

diterapkan terhadap perkara yang berdasarkan hasil pemeriksaan disiplin dan penilaian 

profesional memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara restoratif dengan 

mempertimbangkan tingkat kesalahan, sifat perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan. 

• (3b) Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan secara sukarela 

dengan difasilitasi oleh mediator atau fasilitator yang independen dan memiliki kompetensi 

dalam penyelesaian sengketa kesehatan. 

• (3c) Majelis Disiplin Profesi memberikan penilaian profesional sebagai salah satu dasar 

dalam menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan 

restoratif. 

• (3d) Kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme keadilan restoratif wajib dituangkan 

secara tertulis dan mempunyai akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

• (3e) Dalam hal mekanisme keadilan restoratif tidak mencapai kesepakatan, proses hukum 

dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kegagalan 

mencapai kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai pengakuan kesalahan Tenaga 

Medis atau Tenaga Kesehatan. 

Rumusan tersebut memperlihatkan perubahan mendasar dari norma yang bersifat 

deklaratif menjadi norma yang bersifat operasional. Ayat (3a) memberikan parameter mengenai 

kelayakan perkara; ayat (3b) memberikan jaminan independensi dan kesukarelaan; ayat (3c) 

memperkuat fungsi MDP sebagai professional gatekeeping; sedangkan ayat (3d) dan ayat (3e) 

memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari proses restoratif. Dengan desain tersebut, 

hubungan antara mekanisme disiplin, restorative justice, dan proses pidana menjadi lebih 

terstruktur. Perkara tidak langsung bergerak dari pemeriksaan disiplin menuju proses pidana atau 

restoratif, tetapi terlebih dahulu melalui penilaian karakter perkara untuk menentukan mekanisme 

penyelesaian yang paling proporsional. 

Rekonstruksi tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis 

dan tenaga kesehatan tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan terhadap pasien. 

Keduanya justru dapat ditempatkan dalam satu konstruksi hukum yang sama melalui prinsip 

proporsionalitas. Pasien memperoleh hak untuk didengar, memperoleh informasi, mendapatkan 

pemulihan, dan memperoleh kepastian bahwa dugaan pelanggaran akan diperiksa secara objektif. 

Tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh kepastian bahwa tindakan profesionalnya dinilai 

berdasarkan standar yang relevan dan tidak serta-merta dikriminalisasi hanya karena hasil 

pelayanan tidak sesuai dengan harapan pasien. Negara tetap mempertahankan kewenangan untuk 

melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak 

pidana. Dengan demikian, restorative justice tidak diposisikan sebagai jalan keluar dari 

pertanggungjawaban, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa 

pertanggungjawaban diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan tingkat kesalahan, kerugian, dan 

kebutuhan pemulihan. 

Pada akhirnya, rekonstruksi Pasal 306 ayat (3) perlu diarahkan pada pembentukan 

mekanisme restorative justice yang berlapis, yaitu dimulai dari penilaian profesional oleh MDP, 

dilanjutkan dengan seleksi perkara berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat, kemudian 

penyelesaian melalui mediator independen apabila memenuhi kriteria restoratif, dan tetap 

membuka jalur pertanggungjawaban pidana terhadap perkara yang tidak layak atau gagal 

diselesaikan secara restoratif. Konstruksi ini mengadopsi prinsip yang dapat dipelajari dari Amerika 

Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia tanpa mengabaikan karakter sistem hukum Indonesia. 
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Integrasi tersebut juga sejalan dengan nilai musyawarah untuk mufakat yang menempatkan 

penyelesaian konflik melalui dialog sebagai bagian dari pencarian keadilan. Dengan demikian, 

rekonstruksi norma tidak diarahkan untuk memberikan keistimewaan kepada tenaga medis dan 

tenaga kesehatan, melainkan untuk menciptakan sistem yang mampu membedakan kesalahan 

profesional, risiko medis, sengketa pelayanan, dan tindak pidana secara lebih objektif (Nanang 

Naisabur & Adzanah Mariska Salsabila., 2025). Mekanisme restorative justice pada akhirnya dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya: memberikan pemulihan kepada pasien, memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum kepada tenaga medis serta tenaga kesehatan, sekaligus menjaga 

akuntabilitas pelayanan kesehatan dalam kerangka hukum pidana Indonesia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 

dasarnya telah menunjukkan orientasi baru dalam penyelesaian dugaan tindak pidana yang 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan melalui pendekatan restorative justice. Namun, norma 

tersebut belum memberikan konstruksi yang utuh karena tidak mengatur secara jelas mengenai 

ruang lingkup perkara, tahapan dan prosedur penyelesaian, kedudukan fasilitator, keterkaitan 

dengan hasil pemeriksaan disiplin profesi, serta akibat hukum dari tercapai atau gagalnya 

kesepakatan restoratif. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis 

dan tenaga kesehatan. Hasil comparative legal analysis terhadap Amerika Serikat, Kanada, Inggris, 

dan Australia menunjukkan pentingnya mediasi profesional yang independen, restorative 

conferencing, pemisahan penilaian profesional dari penegakan hukum pidana, serta pembedaan 

perkara berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan temuan tersebut, 

rekonstruksi Pasal 306 ayat (3) perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme restorative justice 

yang memiliki batasan perkara yang jelas, melibatkan mediator atau fasilitator independen, 

memperkuat peran Majelis Disiplin Profesi sebagai instrumen penilaian profesional awal, serta 

memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum dari proses restoratif. Konstruksi tersebut 

diperlukan agar restorative justice tidak sekadar menjadi tahapan dalam proses pidana, melainkan 

menjadi mekanisme penyelesaian yang proporsional, berorientasi pada pemulihan, dan mampu 

menyeimbangkan perlindungan hak pasien dengan kepastian serta perlindungan hukum bagi 

tenaga medis dan tenaga kesehatan. 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan penyempurnaan terhadap 

Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menetapkan 

secara eksplisit kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, prosedur 

pelaksanaannya, kedudukan mediator atau fasilitator independen, serta akibat hukum dari tercapai 

maupun gagalnya kesepakatan. Pengaturan tersebut juga perlu memperjelas kedudukan Majelis 

Disiplin Profesi sebagai instrumen penilaian profesional sebelum suatu perkara diarahkan ke 

proses pidana atau mekanisme restoratif. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana yang 

mengatur mekanisme pengawasan, perlindungan hak pasien, jaminan kesukarelaan para pihak, 

dan pencegahan penyalahgunaan mekanisme restoratif. Dengan pembenahan tersebut, penerapan 

restorative justice dalam perkara kesehatan diharapkan tidak menjadi instrumen untuk 

menghindari pertanggungjawaban hukum, tetapi menjadi sarana penyelesaian yang 

mengedepankan pemulihan korban, akuntabilitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta 

kepastian hukum bagi seluruh pihak. 
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